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ABSTRAK   

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan 

inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah 

satunya melalui penyelenggaraan                                e-

government. 

Penyelenggaraan e-government diyakini akan 
berbanding lurus dengan efisiensi dan efektivitas pemerintahan 

sehingga hal itu akan meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan pemerintahan 

adalah                      pra-kondisi niscaya dalam mewujudkan 

efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dengan pengertian ini 
maka keterbukaan pemerintahan akan memudahkan 

pengawasan oleh rakyat terhadap pemerintahnya sehingga 

dapat mendorong proses akuntabilitas pemerintahan semakin 
lebih baik. 

 

Oleh karena itu pengaturan tentang penyelenggaraan e-
government dalam pemerintahan daerah ini memiliki tujuan 
untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, 

mengoptimalkan kualitas pelayanan publik atau pemerintahan 

kepada masyarakat dan mempermudah sinergi antar-instansi 
pemerintah daerah. Pengaturan tentang penyelenggaraan                     

e-government diharapkan mampu mendorong akuntabilitas 

pemerintahan menjadi semakin lebih baik karena keterbukaan 

pemerintahan akan memudahkan pengawasan rakyat terhadap 
pemerintahnya. 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini 

meliputi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan                    
e-government, infrastruktur e-government, aplikasi                    



 
 

e-government, data dan informasi dalam rangka                        
e-government, sumber daya manusia dan tata kelola                 

e-government, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan 

dalam rangka penyelenggaraan e-government. 
 

a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, 

efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan 

berbasis sistem elektronik (e-government); 

b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis 

sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang komunikasi dan informatika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government; 

 

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan    

Jawa Barat; 

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang   

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran   

Negara   Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 5234); 



 
 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3500); 

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga   Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); 

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); 

 

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :  

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal 

Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya 

Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya 

Peraturan Daerah, Pasal 4 asas ditetapkannya perda yaitu 

keterbukaan; efisiensi; dan efektivitas. 

2. BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 2 

(dua) Pasal,  



 
 

3. BAB III INFRASTRUKTUR terdiri dari 6 (enam) Pasal. 

4. BAB IV APLIKASI terdiri dari 4 (emapat) Pasal. 

5. BAB V DATA DAN INFORMASI terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 

6. BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA 

terdiri dari 2 (dua) Pasal. 

7. BAB VII PEMBIAYAAN terdiri dari 2 (dua) Pasal. 

8. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 2 

(dua) Pasal. 

9. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

10. BAB X KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal. 

Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 CATATAN   -    Perda ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2018 

- Perda ini diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018 

- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 

10, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI 

JAWA TENGAH: (17/2018) 

- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 

 

 


